[ SALINAN ]

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

1.

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah apabila hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022,
dan untuk penyesuaian klasifikasi, kodefikasi,
nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yang
terintegrasi dengan  Aplikasi  Sistem = Informasi
Pemerintahan Daerah, dipandang perlu melakukan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2022;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang ...



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan ...



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman  Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah
ketiga kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018
Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022
(Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 28);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor
4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Nomor 11);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1);

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN
2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

el

Kota adalah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda
Aceh.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Banda Aceh yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD
merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota
Banda Aceh untuk Periode I (satu) tahun dan akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kebijjakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat
KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan RKPD
Kota Banda Aceh Tahun 2022.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Kota Tahun 2022 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(2) Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Program

Pembangunan mengacu pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(3) Daftar Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Program

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4 ...



Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Kota Tahun 2022 memuat:
rancangan kerangka ekonomi Kota;
prioritas program Kota;
rencana kerja; dan
pendanaan dan prakiraan maju termasuk di
dalamnya arah kebijakan umum dan program
pembangunan Kota Tahun 2022.
(2) Perubahan RKPD Kota Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi:
a. pedoman bagi OPD dalam menyempurnakan
Rencana Kerja OPD Tahun 2022; dan
b. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan
KUA serta PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Tahun Anggaran 2022.

poop

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 September 2022 M
8 Safar 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
BAKRI SIDDIQ
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 September 2022 M

Salinan sesuai gd€pgan aslinya
8 Safar 1444 H KEPALA B "ﬁ HUKUM
AW/DAERAH KOTA.ZQ

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO W\ 2221 " RWGHSIN, SH
P\ /#aksa Muda
NP NP-19840101 200812 1 001
AMIRUDDIN XA S

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 33



